
BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAII

.SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    4    TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIRA

NOMOR 3  TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   : a.     bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)  Undang-

Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan

Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir

dengan   Undang-Undang  Nomor  9  Tahun   2015   tentang

Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun

2 014       tentang       Pemerintahan       Daerah,       Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dapat  diubah

apabila berdasarkan hasil pengendaliari dan evaluasi tidak

sesuai  dengan  perkembangan  keadaan  atau  penyesuaian

terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b.     bahwa   berdasarkan   hasil   pengendalian   dan    evaluasi

Rencana     Pembangunan     Jan9ka     Menengah     Daerah

Kabupaten   Mimika  Tahun   2020-2024,   maka   Peraturan

Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3  Tahun  2020  tentang

Rencana     Pembangunan     Jangka     Menengah     Daerah

Kabupaten   Mimika   Tahun   2020-2024   perlu   dilarfukan

perubahan;

c.     bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan

Daerah    tentang    Perubahan    atas    Peraturan    Daerah

Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah    Kabupaten

Mimika Tahun 2020-2024;
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Mengingat     :  1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang     Nomor      12     Tahun      1969      tentang

Pembentukan Propinsi Otonom lrian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten   Otonom   di   Propinsi   Irian   Barat   (Lembaran

Negara    Republik    Indonesia   Tahun    1969    Nomor    47,

Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia

Nomor 2907);

3.     Undang-Undang     Nomor     28     Tahun      1999      tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi     dan     Nepotisme     (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia  Tahun   1999  Nomor  75,  Tambahan  I+embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.     Undang    -    Undang    Nomor    45    Tahun    1999    tentang

Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya

tengah,  Kabupaten Paniai,  Kabupaten Mimika,  Kabupaten

funcak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  1999  Nomor  173,  Tambahan  Lembaran

Negara  Nomor 3894);

5.     Undang -Undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus  bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  I,embaran

Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4151);   sebagaimana

telah   diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang  -

Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua

atas   Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua   (Lembaran   Negara

Republik    Indonesia  Tahun  2021  Nomor  155,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

6.     Undang-Undarig Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

7.     Undang-Undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang

Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.     Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem

Perencanaan   PembangLman   Nasional   (Lembaran   Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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9. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33,    Tambahan    Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Nomor 4700);

10.   Undang-Undang Nomor  26  Tahun 2007  tentang Penataan

Ruang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

11.   Undang-Undang     Nomor      14     Tahun      2008     tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor     112,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Nomor 5038);

13.   Undang-Undang     Nomor     32     Tahun     2009     tentang

Perlindungan     dan     Pengelolaan     Lingkungan     Hidup

((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik   Indonesia

Nomor 5059;)

14.   Undang-Undang     Nomor      12      Tahun     2011      tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran

Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    82,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor

5234);  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua    Atas

Undang-Undang     Nomor      12     Tahun     2011      tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (I+embaran

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2022    Nomor    143,

Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia

Nomor 6801);

15.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang

Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik

Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah     beberapa     kali     terakhir     dengan     Peraturan

Pemerintah   Pengganti   Undang   Nomor   2   Tahun   2022

tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun   2022   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran   Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);
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16.   Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan   antara   Pemerintah    Pusat   dan   Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

17.   Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2022      tentang

Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor   158,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

18.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   65   Tahun   2005   tentang

Pedoman  Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor     150,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Nomor 4585);

19.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana

Pembangunan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia

Tahun   2006   Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara     Penyusunan     Rencana     Pembangunan     Nasional

(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor
97,    Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Nomor 4664);

21.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2008   tentang

Tahapan,    Tata   Cara    Penyusunan,    Pengendalian    dan

Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan   Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21,    Tambahan    Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Nomor 4817);

22.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019   tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun

2016    tentang    Perangkat    Dearah    (Lembaran    Negara

Republik   Indonesia   Nomor    187,   Tambahan   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24.   Peraturan    Presiden    Nomor    32    Tahun    2011    tentang

Masterplan    Percepatan    dari    Perluasan    Pembangunan

Ekonomi Indonesia 2011-2025;
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25.   Peraturan   Presiden   Nomor    125   Tahun   2012    tentang

Koordinasi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki

Lima  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012

Nomor 291) ;

26.   Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-

2024   (Lembaran  Negara  Repblik  Indonesia  Tahun  2020

Nomor  10);

27.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015

tentang   Pembentukan   Produk   Hulnm   Daerah   (Berita

Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)

sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri

Dalam Negeri Nomor  120 Tahun 2018  tentang Perubahan

Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Repblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan   Jangka

Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana

Pembangunan     Jangka      Panjang     Daerah,      Rencaria

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Dan  Rencana

Kelja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

29.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2018

tentang    Reviu    Atas    Rencana    Pembangunan    Jangka

Menengah   Daerah    Dan   Rencana   Strategis    Perangkat

Daerah   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2018

Nomor 461) ;

30.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019

tentang      klarifikasi,      kodefikasi,      dan      Nomenkaltur

Perencanaan  dan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah

(Berita      Negara     Republik      Indonesia     Tahun      2019
Nomor 1447);

31.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2020

tentang Percepatan Penanganan Co7iorLcl VI"s Diseczse 20J 9

di LinBkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

32.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020

tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Berita      Negara     Republik      Indonesia     Tahun      2020
Nomor  1781);
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33.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah

(RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2009-202 5;

34.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor   15  Tahun

2011   tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten

Mimika tahun 2011 - 2031.

35.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020

tentang Rencana Pembarigunan Jangka Menengah Daerah

Tahun  2020-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Mimika

Tahun 2020 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten

Mimika, Provinsi Papua 03/2020);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSRAN :

Menetapkan    :    PERUBAHAN    ATAS    PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN

MIMIKA    NOMOR    3    TAHUN    2020    TENTANG    RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

MIMIKA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3

Tahun   2020   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah

Kabupaten  Mimika Tahun  2020-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Mimika

Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)    RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan
daerah melalui :

a.   koordinasi antar pelaku pembangunan;

b.   integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah

maupun pemerintah pusat;

c.   partisipasi masyarakat;dan

d.   penggunaan  sumber  daya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan,   dan

berkelanjutan.
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(2)    Program  Partisipatif Lintas  OPD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2
ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu OPD

untuk   mencapai   sasaran   pembangunan   yang   ditetapkan   termasuk

indikator kinerja, 1okasi program, tahun pelaksanaan,  dan sumber daya

yang diperlukan.

(3)    Rencana  ken.a  yang  terukur  dalam  kerangka  regulasi  yang  bersifat
indikatif   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1)   huruf   g,

merupakan  tahapan  dan  jadwal  pelaksanaan  program,  sebagai  dasar

hukum   atau   kebijakan   yang   dijadikan   landasan   perumusan   dan

pelaksanaan program pembangunan daerah.

(4)    Rencana kerja yang berkeadilan dalam kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1)   huruf  h,

merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi

jumlah   pagu   indikatif   berdasarkan   prakiraan   maju   dan   sumber

pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

(5)    Uraian  tujuan  RPJMD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tercantum
dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

Peraturan Daerah ini, yang teridiri dari :

a.    BAB I          PENDAHULUAN

latar  belakang,   dasar  hukum  penyusunan,     hubungan
antar   RPJMD   dengan   dokumen   lainnya,   maksud   dan

tujuan dan sistematika penulisan;

b.    BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

aspek    geografi    dan    demografi,    aspek    kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah;

c.    BAB Ill       GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

kinelja keuangan nasa lalu, kebijakan pengelola keuangan

masa lalu, kerangka pendanaan;

d.   BAB IV       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAII

permasalahan pembangunan dan isu strategis;

e.    BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

visi,   misi,   Tujuan   dan   sasaran   pembangunan  jangka

menengah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;



-8-

f.     BABVI       STRATEGI,        ARAH        KEBIJAKAN        DAN        PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

strategi  pembangunan  daerah,  arah  kebijakan,  program

pembangunan daerah;

9.    BAB VII      KERANGKA PENDANAAN  PEMBANGUNAN  DAN  PROGRAM
PERANGKAT DAERAII

memuat  program  prioritas  dalam  pencapaian  visi,   misi

serta  seluruh  program  yang  dirumuskan  dalam  rencana

strategis perangkat daerah;

h.   BAB VIII    KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAII

Memuat    penetapan    indikator    kinerja    daerah    yang

bertujuan      untuk      memberikan      gambaran      untuk

keberhasilan pencapaian visi dan nisi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

i.     BAB IX       PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk

menyusun  dokumen  perencanaan  pembangunan  setelah

periode RPIJMD berakhir;

2.   Dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini,   maka  Lampiran  Peraturan

Daerah   Kabupaten   Mimika   Nomor   3   Tahun   2020   tentang   Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-

2024,    masih    tetap    berlaku    sampai    dengan    berakhirnya    Tahun

Anggaran 2021.

3.   Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah   ini  dengan  penempatannya  dalam   Lembaran   Daerah   Kabupaten

Mimika.

Ditetapkan di  Timika

pada tanggal,  29  Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIRA,

ttd

JOHANNES REITOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,  30 Desember 2022

H.. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH RABUPATEN MIMIRA TAHUN 2022 NOMOR 4,

NOREG       PERATURAN       DAERAII       KABUPATEN       MIMIKA,       PROVINSI

PAPUA TENGAH: 4/2022



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    4    TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAII KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 3  TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

I.     UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3

Rencana  Pembangunan  Jan8ka  Menengah  Daerah

Mimika Tahun  2020-  2024,  merupakan penjabaran

Daerah  sesuai  amanah  Undang~Undang  Nomor  25

Sistem   Perencanaan   Pembangunan   Nasional   dan

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tahun 2020 tentang

(RPJMD)   Kabupaten
visi  dan  misi  Kepala

Tahun  2004  tentang

Undang-Undang   23

Rencana    Pembangunan    Jan8ha    Menengah    Daerah     (RPJMD)

Kabupaten  Mimika  Tahun  2020-2024  merupakan  penjabaran  dari  visi,

misi,   dan   program   Bupati   dan   Wakil   Bupati   yang   penyusunannya

berpedoman   pada  RPJP  Daerah  dan  memperhatikan  RPJM   Nasional,

memuat  arah  dan  kebijakan  keuangan  daerah,  strategi  pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, 1intas

Organisasi  Perangkat  Daerah,  dan  program  kewilayahan  disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun

2014   tentang   Pemerintahan   Daerah,   mengatur  bahwa   RPJMD   dapat

diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan atau penyesualan terhadap kebijakan yang

ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Disamping  itu  Pasal  342  Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan

RPJMD   dapat  dilakukan  apabila:   (a)   hasil  pengendalian  dan  evaluasi

menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan

tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam
Peraturan  Menteri  ini;  (b)  hasil  pengendalian  dan  evaluasi menunjukkan

bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri

ini;  dan  (c)  terjadi  perubahan  mendasar  antara  lain  teriadinya  bencana

alam, goncangan politik, krisis ekonomi,  konflik sosial budaya, gangguan

keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.



-2-

Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  materi  penyusunan  perubahan

RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024, mencakup:

1.   Penyesuaian   terhadap    substansi   kebijakan   nasional   yang   telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

2.   Penyesuaian   kembali   struktur   organisasi   Pemerintah   Kabupaten

Mimika  dan  struktur  urusan  yang  men].adi  kewenangan  Pemerintah

Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3.   Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagimana tertuang dalam

RPJMD  dengan memperhatikan capaian kinelja,  kondisi,  potensi dan

amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan

menuntut  penyesuaian  dalam  penyelenggaraan  tata  pemerintahan  dan

pembangunan  daerah,  antara  lain  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun
2020  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional Tahun

2020-   2024,   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam

Negeri   Nomor   90   Tahun   2019   tentang   RIasifikasi,    Kodefikasi   dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut,  maka RPJMD  Kabupaten Mimika

Tahun 2020-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya

dijadikan   sebagai   pedoman   dalam   penyusunan   perubahan   Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).  Pelaksanaan perubahan RPJMD

dijabarhan   lebih   lanjut   ke   dalam   RKPD    sebagai   suatu    dokumen

perencanaan   tahunan   Pemerintah   Kabupaten   Mimika   yang   memuat
Program Prioritas dan kegiatan.

11.  PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Plt. BUPATI MIMIKA,
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